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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMOR 16 2002 SERI  E 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  GARUT 
 

NOMOR   7   TAHUN   2002 

TENTANG 
 

RENCANA UMUM TATA RUANG  
KOTA GARUT 

 
DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 

SUBHANAHU  WATA’ALA 
 

BUPATI  GARUT, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk mengarahkan dan mengatur 
pembangunan di Kota Garut dengan memanfaatkan 
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana 
Umum Tata Ruang Kota; 
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 b. bahwa dalam rangka mewujudkan    keterpaduan 
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, 
maka Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan 
arahan lokasi investasi pembangunan yang 
dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau 
dunia usaha; 

 c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Garut Nomor 13  Tahun 1987 tentang Rencana 
Induk Kota (RIK) Dengan Kedalaman Rencana 
Bagian Wilayah Kota (RWBK) Garut Tahun 1986 
sampai dengan Tahun 2004, perlu ditinjau kembali; 

d. bahwa  untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, 
di atas perlu menetapkan Rencana Umum Tata 
Ruang Kota Garut dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1.  Undang-undang    Nomor   14    Tahun   1950    

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3046); 

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 
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5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 
Republik Indonesia (Lembaran Negara  Tahun 1982 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara 
Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3368); 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501); 

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3469); 

9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 
Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia       Nomor 3501); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839); 
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12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Tahun 1982 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3225); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3293); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 
Sungai (Lembaran Negara  Tahun 1991 Nomor 
3445); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan 
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3721); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisia Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3838); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

22. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang 
Kawasan Industri; 

23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 

24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 38); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Program Pembangunan Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2001-2005  (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 40); 

28. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah  Tahun 2000 Nomor 2).    
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Dengan persetujuan 

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 
GARUT.  

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Garut; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; 

c. Bupati adalah Bupati  Garut; 

d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan 
ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya; 

e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun tidak;  

f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 

h. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK 
adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga 
keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan 
program-program pembangunan kota; 
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i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau asfek fungsional; 

j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; 

k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta 
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

l. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara 
terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil 
guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan 
budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. 

 
 

BAB II 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA GARUT 
 

Pasal 2 

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Garut merupakan 
rencana kota yang memuat  rencana struktur ruang kota dan pola 
pemanfaatan ruang kota; 

(2) Sistematika RUTRK Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun sebagai berikut : 

a.  BAB I PENDAHULUAN 

b.  BAB II ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA 

c.  BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA GARUT 

d.  BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN 
PEMBANGUNAN 

(3) Isi dan uraian RUTRK sebagaimana tersebut  pada ayat (2), terdapat 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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BAB III 

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI 
 

Pasal 3 

(1) Jangka Waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Garut adalah 10 
(sepuluh) tahun; 

(2) Peninjauan kembali RUTRK Garut  dilakukan setiap 5 (lima) tahun 
sekali; 

(3) Peninjauan kembali RUTRK Garut  meliputi peninjauan terhadap 
perumusan rencana yang disesuaikan  dengan kebutuhan 
perkembangan, dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran 
utama; 

(4) Hasil peninjauan kembali RUTRK Garut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
 

BAB IV 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 
 

Pasal 4 

Dalam kegiatan penataan Ruang Kota, Masyarakat berhak : 

a. berperan serta dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. mengetahui secara terbuka Rencana Umum Tata Ruang Kota; 

c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai 
akibat dari penataan ruang; 

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya 
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan rencana tata ruang. 
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Pasal  5 

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang 
sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang 
berlaku; 

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang berserta sumber daya 
alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, 
penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan 
kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.   

  
Pasal 6 

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap 
perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat 
pelaksanaan rencana umum tata ruang kota diselenggarakan dengan 
cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan; 

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang 
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 7 

Dalam kegiatan penataan ruang kota, masyarakat wajib : 

a.  berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; 

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 
 

Pasal  8 

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat 
berbentuk : 
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a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau 
kebiasaan yang berlaku; 

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud 
struktural dan pola pemanfaatan ruang di wilayah perdesaan dan 
perkotaan; 

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana 
Umum Tata Ruang Kota Garut; 

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam 
lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; 

e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana 
Umum Tata Ruang Kota Garut; 

f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan 
atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 

 
Pasal  9 

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada 
Kecamatan sampai dengan Desa/ Kelurahan; 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang 
Kota Garut. 

 
Pasal 10 

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat 
berbentuk : 

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota termasuk pemberian 
informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan atau; 
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b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan 
pemanfataan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. 

 
Pasal 11 

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari 
Tingkat Desa/ Kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Daerah dan 
pejabat yang berwenang.     
      
 

BAB  V 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 12 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, 
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

 
 

BAB VI 

PENYIDIKAN 
 

Pasal  13 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di Bidang Pemanfaatan Ruang Kota sebagaiman 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran 
pemanfaatan ruang kota agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 
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b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang  pelangaran 
pemanfaatan ruang kota; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang  pelangaran 
pemanfaatan ruang kota; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang  pelangaran 
pemanfaatan ruang kota; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang  pelangaran pemanfaatan 
ruang kota; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang 
pelanggaran pemanfaatan ruang kota; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pelangaran pemanfaatan ruang kota 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 
yang berlaku. 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

 
Pasal  14 

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada (eksisting) sebelum 
Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana 
pemanfaatan ruang, maka : 

a. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam 
pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan 
ruang maka kegiatan tersebut dapat diteruskan; 

b. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam 
pelaksanaan  mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang 
maka kegiatan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

c. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun 
dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola 
pemanfaatan ruang maka kegiatan tersebut dapat diberi izin sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan dalam 
pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan 
ruang maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan. 

 
Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1987 tentang 
Rencana Induk Kota (RIK) Dengan Kedalaman Rencana Bagian Wilayah 
Kota (RWBK) Garut Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2004, dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal  16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 
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Pasal  17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten  Garut. 
 
 
 
 Ditetapkan di Garut 
 pada tanggal  23 Agustus 2002 

 B U P A T I    G A R U T, 
 

 
                                             t t d 

 
 

     D E D E    S A T I B I 
 

 

 
Diundangkan di Garut 
pada tanggal  2 September 2002 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 
 
 
 t t d 

 
 

                 RAHMAT SUDJANA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN   2002   NOMOR   16   SERI E 

 
 
 
 


